(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban

membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan
Retribusi.

Pasal 19

(1) Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang
mengelola Retribusi dalam jangka waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima
harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) dengan menerbitkan surat
keputusan keberatan.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang
mengelola Retribusi dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah lev/at dan Bupati atau kepala Perangkat
Daerah yang mengelola Retribusi tidak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut
dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 20

(1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan
dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk
paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan
diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kedelapan
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Retribusi bagi Pelaku Usaha
Pasal 21
(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan

berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal
kepada pelaku usaha di daerahnya.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan,
atau penghapusan atas pokok Retribusi dan/atau
sanksinya.



